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LAMPIRAN 1 

  

TRANSKIP WAWANCARA 

 

PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN 

PROVINSI BENGKULU DALAM MENINDAKLANJUTI LAPORAN 

PELAYANAN PUBLIK 

 

Aturan dan Kewenangan 

Nama : Mustari Tasti 

Jabatan : Kepala Perwakilan Ombudsman 

Tanggal : 18 Mei 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa dasar hukum 

Ombudsman dalam 

melaksanakan tugas dan 

fungsi pengawasan pelayanan 

publik? 

Undang-Undang 37 itu tentang 

Ombudsman, tugas dan fungsi Ombudsman. 

Nah dasar kami untuk melaksanakan tugas 

dan fungsi ini di Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang standar layanan publik. 

 

Aturan dan Kewenangan 

Nama : Ekawati Juni Astuti 

Jabatan : Kepala Perwakilan keasistenan pemeriksaan laporan 

Tanggal : 18 Mei 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah semua laporan 

masyarakat dapat diproses 

oleh Ombudsman? 

Kalau suatu permasalahan itu memang ketika 

diperiksa bukan kewenangan kita, bukan 

pelayanan publik, otomatis kita tidak bisa lebih 

jauh. Misalnya sudah masuk ranah pidana atau 

pemalsuan dokumen, maka kami menyarankan 

pelapor menempuh jalur hukum. 
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Struktur Organisasi 

Nama : Mustari Tasti 

Jabatan : Kepala Perwakilan Ombudsman 

Tanggal : 18 Mei 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana struktur 

organisasi Ombudsman RI 

Perwakilan Provinsi 

Bengkulu dalam 

melaksanakan pengawasan 

pelayanan publik? 

Dalam proses itu kami di perwakilan ada 

tiga bidang. Yang pertama PVL, kemudian 

pemeriksaan laporan, lalu bidang 

pencegahan maladministrasi. 

2. Apa tugas bidang Pencegahan 

Maladministrasi? 

Di pencegahan itu banyak kegiatannya. Ada 

kajian, opini penyelenggaraan pelayanan publik, 

sosialisasi maladministrasi, sampai kegiatan-

kegiatan yang bertujuan mencegah terjadinya 

maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

3. Apa tugas bidang 

Pemeriksaan Laporan? 

Di bidang pemeriksaan laporan dilakukan 

verifikasi ke lapangan, meminta data kepada 

terlapor, kemudian dilakukan pembahasan 

sampai diketahui apakah terbukti 

maladministrasi atau tidak. 

Struktur Organisasi 

Nama : Ekawati Juni Astuti 

Jabatan : Kepala Perwakilan keasistenan pemeriksaan laporan 

Tanggal : 18 Mei 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa saja bidang yang 

terdapat di Ombudsman 

RI Perwakilan Provinsi 

Bengkulu? 

Di kantor ini ada beberapa bidang, ada yang dari 

penerimaan laporan, ada pemeriksaan laporan, 

ada juga bagian pencegahan maladministrasi, dan 

kesekretariatan. 
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Struktur Organisasi 

Nama : Ade Bardiyanto 

Jabatan : Kepala Perwakilan Keasistenan PVL 

Tanggal : 18 Mei 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana proses kerja 

bidang Penerimaan dan 

Verifikasi Laporan (PVL)? 

Di Ombudsman itu ada yang namanya syarat 

formil dan syarat materil. Setelah dilihat 

substansinya dan memenuhi persyaratan, 

laporan akan dibawa ke rapat untuk 

menentukan apakah dapat dilanjutkan ke tahap 

pemeriksaan. 

 

Mekanisme Kerja 

Nama : Ade Bardiyanto 

Jabatan : Kepala Perwakilan Keasistenan PVL 

Tanggal : 18 Mei 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Melalui media apa saja 

masyarakat dapat 

menyampaikan laporan ke 

Ombudsman? 

Di Ombudsman itu memang banyak kanalnya. 

Ada datang langsung, website, WA, nomor 

telepon, dan juga program PVL On The Spot 

2. Bagaimana proses 

verifikasi laporan 

masyarakat? 

Kalau tidak memenuhi syarat formil maka 

pelapor diminta melengkapi terlebih dahulu. 

Jika sampai 30 hari tidak dilengkapi maka 

laporan ditutup. Apabila syarat formil dan 

materil terpenuhi maka laporan akan dibawa ke 

rapat untuk menentukan apakah dapat 

dilanjutkan ke tahap pemeriksaan 
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Mekanisme Kerja 

Nama : Ekawati Juni Astuti 

Jabatan : Kepala Perwakilan keasistenan pemeriksaan laporan 

Tanggal : 18 Mei 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa yang dilakukan pada 

tahap pemeriksaan 

laporan? 

Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, kami 

menentukan rencana tindak lanjut. Bisa 

memanggil instansi terkait, meminta data 

tambahan, mengirim surat klarifikasi, atau 

melakukan investigasi lapangan sesuai 

kebutuhan kasus. 

2. Bagaimana cara 

Ombudsman memperoleh 

data dalam pemeriksaan 

laporan? 

Bisa jadi kita panggil instansi terkait, bisa 

kirim surat, atau investigasi lapangan secara 

langsung. 

 

Kepatuhan Terhadap SOP 

Nama : Ade Bardiyanto 

Jabatan : Kepala Perwakilan Keasistenan PVL 

Tanggal : 18 Mei 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana apabila 

persyaratan laporan belum 

lengkap? 

Kalau selama 30 hari pelapor tidak melengkapi 

syarat formil, maka laporannya akan ditutup. 

2. Bagaimana penerapan 

SOP pada tahap 

penerimaan laporan 

masyarakat? 

Masyarakat melapor ke Ombudsman, nanti tim 

PVL akan memverifikasi apakah memenuhi 

syarat formil dan materil. 
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Kepatuhan Terhadap SOP 

Nama : Ekawati Juni Astuti 

Jabatan : Kepala Perwakilan keasistenan pemeriksaan laporan 

Tanggal : 18 Mei 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa pedoman yang 

digunakan dalam proses 

pemeriksaan laporan? 

Kami ada acuan berupa Peraturan Ombudsman 

Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur step by 

step pemeriksaan laporan. 

 

 

Koordinasi pelaksanaan Tugas 

Nama : Mustari Tasti 

Jabatan : Kepala Perwakilan Ombudsman 

Tanggal : 18 Mei 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana koordinasi 

dilakukan dengan instansi 

yang dilaporkan? 

Di level pimpinan saya terus menjalin 

komunikasi dengan pimpinan instansi terlapor 

untuk meminta penjelasan terkait persoalan yang 

terjadi. 

 

Koordinasi pelaksanaan Tugas 

Nama : Ade Bardiyanto 

Jabatan : Kepala Perwakilan keasistenan PVL 

Tanggal : 18 Mei 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana bentuk 

koordinasi yang 

dilakukan dalam 

penanganan laporan? 

Tim pemeriksaan akan melakukan koordinasi 

dengan instansi tersebut, bisa melalui surat, 

telepon, atau memanggil langsung. 
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Koordinasi pelaksanaan Tugas 

Nama : Ekawati Juni Astuti 

Jabatan : Kepala Perwakilan keasistenan pemeriksaan laporan 

Tanggal : 18 Mei 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana koordinasi 

antarbidang di 

Ombudsman dilakukan? 

Kalau ada laporan yang terus berulang, nanti 

bisa jadi bahan kajian bersama antara 

pemeriksaan dan pencegahan 

 

Koordinasi pelaksanaan Tugas 

Nama : Ria affriani 

Jabatan : Pegawai Bapenda 

Tanggal : 08 Juni  2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana bentuk 

koordinasi antara 

Bapenda dengan 

Ombudsman? 

Memberikan klarifikasi dan data pendukung 

kepada Ombudsman, menindaklanjuti 

rekomendasi Ombudsman sesuai batas waktu 

yang ditentukan, memperbaiki SOP atau 

mekanisme pelayanan yang menjadi sumber 

permasalahan. 

2. Bagaimana mekanisme 

komunikasi dengan 

Ombudsman ketika ada 

permintaan klarifikasi? 

Biasanya melalui surat resmi datang ke sini. Nah 

terus kita merespon dan jika dipanggil kita ke 

situ, ke Ombudsmannya, menghadap. 

3. Bagaimana tanggapan 

Bapenda terhadap 

rekomendasi 

Ombudsman? 

Yang pastinya kita menerima. Karena 

Ombudsman salah satu penerimaan pengaduan 

masyarakat, jadi kita bisa kritik apa yang baik 

atau yang tidak sesuai sama masyarakat tentang 

pelayanan di Bapenda. 
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LAMPIRAN II 

 

SURAT IZIN PENELITIAN 

 

Surat Izin Penelitian Kesbangpol 
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Surat Izin Penelitian Ombudsman 
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Surat izin Penelitian Bapenda 
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LAMPIRAN III 

 

SURAT REKOMENDASI DARI KESBANGPOL 
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LAMPIRAN IV 

 

SURAT TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN DI OMBUDSMAN 
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LAMPIRAN IV 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

Wawancara Bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Kota bengkulu 

 

 

 

Wawancara Bersama Kepala Keasistenan PVL 



110 
 

 
 

 

 

Wawancara Bersama Kepala Keasistenan Pemeriksaan 

 

 

 

Wawancara Bersama Instansi Terkait Pegawai Bapenda 

 

 


